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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

 Reformasi di Indonesia yang terjadi pada tahun 1998 yang membawa 

perubahan dalam sistem pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun daerah. 

Amandemen yang terjadi pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 dan perubahan terhadap Undang-Undang merupakan reformasi dari 

perubahan pola hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta pola 

pengelolaan keuangan pemerintah daerah. 

 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Pemerintahan 

Daerah, pemerintah daerah adalah suatu kepala daerah dan penyelenggara yang 

memimpin semua urusan pelaksanaan yang ada di pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. Sehubungan dengan diterapkannya daerah otonom 

tersebut, maka pemerintah daerah dituntut untuk dapat mengelola keuangannya 

sendiri demi kepentingan masyarakatnya. Pengelolaan keuangan daerah tersebut 

harus dilakukan secara efesien, efektif, transparan, dan taat pada peraturan 

perundang-undangan. 

 Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan 

otonomi daerah lebih dititikberatkan pada daerah kabupaten/kota karena 

kabupaten/kota berhubungan langsung dengan masyarakat. Hal tersebut dilakukan 

untuk mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan 
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masyarakat mengontrol penggunaan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (APBD). Semua itu dilakukan semata-mata untuk mewujudkan tata kelola 

yang baik (good governance dan clean goverment). 

 Untuk melihat tata kelola yang baik, yang telah dilakukan oleh pemerintah 

daerah, dapat dilihat dari pengelolalaan keuangan yang dilakukannya. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 menegaskan bahwa 

pengelolaan itu harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-

undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan 

memperhatikan asas keadilan dan kepatuhan. 

 Salah satu aspek penting dari pemerintah daerah yang harus diatur secara 

hati-hati adalah masalah pengelolaan keuangan dan anggaran daerah (Mardiasmo 

2002, dalam Karlina 2017). Pengelolaan keuangan yang baik, yang dilakukan oleh 

pemerintah  daerah akan berpengaruh terhadap kemajuan daerahnya.  

 Pemerintah daerah sebagai pihak yang diberi wewenang untuk 

menjalankan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada 

masyarakat wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan 

daerahnya dalam bentuk laporan keuangan yang disusun berdasarkan Pernyataan 

Standar Akuntansi Pemerintah nomor 1 tentang penyajian laporan keuangan.   

 Laporan keuangan yang disusun untuk menyediakan informasi yang 

relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh 

suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan 

terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang 

dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintah, menilai 
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kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan 

dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. 

 Laporan keuangan yang telah disusun oleh pemerintah daerah selanjutnya 

akan diperiksa oleh BPK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 

2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 102 ayat (1) menyebutkan 

bahwa pemerintah daerah diwajibkan untuk menyusun laporan 

pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(APBD) berupa laporan keuangan daerah dan wajib diserahkan kepada Badan 

Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk dilakukan audit laporan keuangan. 

 Informasi yang disajikan dalam pelaporan keuangan harus memenuhi 

karakteristik kualitatif sehingga dapat digunakan dalam pengambilan keputusan 

(Silky, 2012). Untuk menjamin terpenuhinya karakteristik kualitatif tersebut, 

perlu dilakukan pemeriksaan atas laporan keuangan untuk menilai kewajaran 

laporan keuangan berdasarkan  prinsip akuntansi pemerintahan yang berlaku. 

 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pemeriksaan Pengelolaan 

dan Tanggung Jawab Keuangan Negara menyebutkan bahwa pemeriksaan adalah 

proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara 

independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk 

menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai 

pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Terdapat 3 jenis pemeriksaan 

yang dilakukan oleh BPK yaitu pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan 

pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh 
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Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berupa temuan audit, opini audit dan 

rekomendasi. 

 Semakin banyak temuan audit yang ditemukan dari pengelolaan keuangan 

pemerintah daerah menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan tersebut kurang 

baik. Setiap pemerintah daerah tentu mengharapkan opini tertinggi dari Badan 

Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Seperti yang disampaikan oleh Wahyu Prioyono 

(2017) bahwa setiap daerah mengharapkan opini tertinggi karena tiga alasan yaitu:  

1. Prestise adalah kebanggaan karena telah berhasil menyajikan laporan 

keuangan sesuai dengan Standar Keuangan Pemerintah (SAP). 

2. Clear and cleas berarti keuangan telah dinyatakan bersih transparan, 

akuntabel, dan bebas dari korupsi. 

3. Pencitraan yang baik dapat digunakan sebagai modal untuk maju lagi 

sebagai calon kepala daerah.  

 Opini audit dapat menaikkan atau menurunkan tingkat kepercayaan publik 

atas pelaporan yang disajikan oleh pemerintah daerah. Semakin baik opini yang 

diterima oleh pemerintah daerah, maka semakin baik pula kinerja pemerintah 

tersebut dalam penyajian laporan keuangannya (Wendy, 2012). LKPD (Laporan 

Keuangan Pemerintah Daerah) merupakan bentuk pertanggungjawaban 

pemerintah daerah kepada rakyat atas pengelolaan keuangan daerah. 

 Opini yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan merupakan cermin 

bagi kualitas akuntabilitas keuangan atas pelaksanaan  Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (APBD) (Heriningsih, 2014). Didapatkannya opini wajar tanpa 

pengecualian terhadap suatu Kabupaten/Kota, diharapkan kinerja ekonomi, dilihat 
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dari pertumbuhan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan 

keuangan dan pelayanan dasar kepada masyarakat di kabupaten/kota tersebut juga 

telah lebih baik daripada Kabupaten/Kota yang belum menerima opini wajar tanpa 

pengecualian. Pengelolaan keuangan daerah yang tertuang dalam laporan 

keuangan pemerintah daerah merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintah 

daerah sehingga juga memerlukan suatu evaluasi (Khairudin, 2013). 

 Opini BPK terdiri dari: Tidak Wajar (TW), Tidak Memberikan Pendapat 

(TMP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dan yang terbaik adalah Wajar 

Tanpa Pengecualian (WTP). Opini WTP merupakan opini tertinggi yang 

diberikan BPK RI atas pemeriksaan LKPD. Pencapaian opini WTP 

menggambarkan keseriusan pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan 

daerah (Milal, 2013). 

 Kabupaten Muara Enim adalah salah satu kabupaten di provinsi Sumatera 

Selatan. Tabel 1.1. di bawah ini menunjukkan perkembangan opini atas laporan 

keuangan Kabupaten Muara Enim dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2017.  

Tabel 1.1 Tabel Opini Kabupaten Muara Enim Tahun 2009-2017 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

WDP WDP WDP WDP 
WTP 
DPP 

WTP WTP WTP 
 
WTP 

Sumber: data diolah dari http;//www.bpk.go.id/ihps 

 Menurut Auliyana (2017) pada sektor publik di Indonesia terjadi euforia 

atas perolehan opini WTP yang diberikan oleh BPK atas pemeriksaan laporan 

keuangan baik pemerintah pusat maupun daerah. Setiap kepala daerah seakan-
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akan terobsesi dan saling berlomba-lomba untuk mendapatkan gelar WTP di 

laporan keuangan yang dihasilkan. 

 Fenomena mengejar opini WTP ini terlihat dari usaha-usaha yang di 

lakukan oleh pemerintah daerah, contohnya DPRD Makassar yang mengundang 

BPK secara langsung guna membahas permasalahan daerah mereka yang 

menghambat untuk diperolehnya opini WTP sekaligus ajang “lobi” agar BPK 

memperlunak sikap terkait sikap terkait permasalahan pengelolaan aset di 

daerahnya (Hasanuddin dalam Auliyana, 2017). 

 Hasil opini dari BPK adalah yang menarik untuk dikaji lebih lanjut karena 

banyak pemerintah daerah yang mendapatkan opini WTP tetapi juga terdapat 

banyak korupsi atau penyelewengan (Ihwandi, 2016). Senada dengan yang 

diucapkan oleh Kepala BPK RI Perwakilan Nusa Tenggara Barat opini BPK atas 

laporan keuangan belum bisa menjamin bahwa pemerintah daerah bebas korupsi 

(Priyono, 2017). Sebagai contoh Pemerintah Kota Bogor yang telah mendapat 

opini WTP, namun juga terdapat indikasi kecurangan yang merugikan negara di 

dalamnya sehingga tetap diusut dan diproses sebagaimana mestinya (Samad 

dalam Khairudin, 2013).  

 Pencapaian opini WTP yang seharusnya menjadi pembuktian bahwa 

kinerja pemerintah telah baik serta akuntabel. Namun, seolah menjadi ajang 

pamer prestise bagi pimpinan lembaga pusat dan daerah. Padahal masyarakat 

memiliki harapan tinggi pada hasil audit. Bisa jadi masyarakat berpikir bahwa 

laporan keuangan diperiksa berarti jika ada temuan mengakarnya pada tindakan 
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korupsi sehingga perolehan opini WTP berarti bersih dari korupsi (Auliyana, 

2017). 

 Menurut Abdul Halim dalam Takawalude (2017) salah satu alat untuk 

menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan 

daerahnya adalah dengan melakukan analisis terhadap APBD yang telah 

ditetapkan dan dilaksanakannya. Untuk menganalisis kemampuan keuangan yang 

disajikan adalah dengan menganalisis derajat desentralisasi fiskal, rasio 

kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio aktivitas, rasio indeks 

kemampuan rutin, rasio ketergantungan keuangan daerah. 

 Pengukuran kinerja sangatlah penting terutama dalam melakukan 

pengelolaan keuangan daerah untuk menilai akuntanbilitas pemerintah. Analisis 

keuangan adalah salah satu cara yang dapat digunakan untuk menilai kinerja 

pemerintah. Interprestasi atas hasil perhitungan rasio keuangan bisa digunakan 

untuk mengevaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah. Evaluasi dilakukan 

dengan menbandingkan kinerja keuangan antara satu periode dengan periode 

sebelumnya atau satu daerah dengan daerah yang lain untuk melihat 

perbedaannya. 

 Penelitian yang dilakukan oleh (Mandell, 2006) menungkapkan bahwa 

dengan melakukan pengukuran kinerja, pemerintah daerah memperoleh informasi 

yang dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan sehingga akan 

meningkatkan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.  
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 Uraian di atas telah mendorong dan mendasari penulis untuk menganalisa 

“Komparasi Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim Pada 

Opini WDP dan WTP Tahun 2009-2017”. 

 

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan 

perumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana kinerja keuangan kabupaten Muara Enim pada saat periode opini 

WDP dan WTP tahun 2009-2017? 

2. Apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten 

Muara Enim pada saat periode opini WDP dan WTP tahun 2009-2017? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini tidak terlepas dari 

rumusan masalah yang diajukan yaitu untuk: 

1. Menilai kinerja kabupaten Muara Enim pada saat periode opini WDP dan 

WTP tahun 2009-2017. 

2. Menguji apakah ada perbedaan kinerja keuangan pemerintah kabupaten Muara 

Enim  pada saat periode opini WDP dan WTP tahun 2009-2017. 
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1.4. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Bagi pemerintah daerah untuk terus melakukan evaluasi terhadap 

penyelenggaraan pemerintahannya. 

2. Bagi pembaca agar dapat mengetahui bagaimana perbandingan kinerja 

pemerintah daerah yang beropini WDP dan WTP. 

3. Bagi peneliti yang ingin mengkaji di bidang yang sama, diharapkan dapat 

menjadi referensi dan memberikan landasan pijak penelitian selanjutnya. 

 

1.5. Sistematika Penulisan 

Untuk memberikan gambaran yang jelas, maka penulis akan 

menguraikannya ke dalam 5 bab, yaitu: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai latar belakang, perumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai landasan teori yang digunakan sebagai 

landasan dalam pembahasan dan evaluasi masalah dalam penelitian ini seperti 

pengukuran kinerja keuangan daerah, laporan keuangan daerah, dan opini audit. 
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BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Dalam bab ini dijelaskan metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian 

ini yang meliputi jenis penelitian, jenis dan sumber data, objek dan subjek 

penelitian, teknik penumpulan data dan teknik analisis data. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini dijelaskan kondisi umum pemerintah daerah kabupaten Muara 

Enim seperti kondisi geografis, visi dan misi. Serta dijelaskan mengenai analisis 

dan pembahasan kinerja keuangan daerah kabupaten Muara Enim dan perbedaan 

kinerja pada saat periode opini WDP dan WTP. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini penulis akan memberikan suatu kesimpulan atas pembahasan dan 

analisis yang dilakukan pada bab-bab sebelumnya, serta memberikan saran yang 

berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas. 
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